DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali. 2015. Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori
Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang
(Legisprudence). Prenadamedia Group. Jakarta.

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana,

Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Raja
Grafindo Persada. Jakarta.

--------------------- . 2014. Pelajaran Hukum Pidana 1. Rajawali Pers. Jakarta.
Alvin S Johnson. 2004. Sosiologi Hukum. RinekaCipta. Jakarta.

Amir llyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education dan
Pukap Indonesia. Yogyakarta.

Andi Hamzah. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Ghalia
Indonesia. Jakarta.

------------------ . 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Ciptta. Jakarta.

------------------ . 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.
Ghalia Indonesia. Jakarta.

------------------ . 2005. Pemberantasan Korupsi. PT. Raja Grafindo
Persada.Jakarta.

------------------ . 2006. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana
Nasional dan Internasional. Rajagrafindo Persada. 2006. Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Pena
Press. Makassar.

Andi Zainal Abidin. 1995. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya.
Bandung.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. Pendidikan
Anti  Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik). Sinar
Grafika.Jakarta.



Djoko Prakoso. 1984. Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan. Ghalia
Indonesia. Jakarta.

Djoko Prakoso. 1988. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi
Perkara di Dalam Proses Pidana. Liberty. Yogyakarta.

Dini Dewi Heniarti. 2017. Sistem Peradilan Militer Di Indonesia. PT Refika
Aditama. Bandung.

Ermansjah Djaja. 2010. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-
/2006, Sinar Grafika. Jakarta.

Elwi Danil. 2010. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya.
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Evi Hastanti. 2008. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta.

Hadari Djenawi Tahir. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.Sinar Grafika. Jakarta.

A. Ishaqg. 2004. Pengantar Hukum Indonesia (PIH). Rajagrafindo Persada.
Jakarta.
B.
IGM Nurdjana. 2009. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi.
Total Media. Yogyakarta.

[lham Gunawan. 1990. Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis,
Sosiologis, Budaya, dan Politik. Angkasa. Bandung.

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan
Artikel). Mitra Buana Media. Yogyakarta.

Ishag. 2017. Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Bandung.
Kadarudin. 2021. Penelitian di Bidang lIlmu Hukum. Formaci. Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk Membasmi. KPK.
Jakarta.

------------------------------------------ . 2019. Buku Informasi Tindak Pidana
Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK. Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan
Permasalahannya. PT. Alumni. Bandung.



Mabhrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.

-------------- . 2013. Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia. Ull
Press. Yogyakarta.

Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat
Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi.
Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Marwan Effendy. 2007. Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan
Fungsinya dari Perspektif Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-Konsep Dalam Pembangunan.
PT. Alumni. Bandung.

Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.
Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP (Edisi Kedua) Seri Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika.
Jakarta.

-------------------------- . 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali), Edisi ke Dua, Cetakan ke Delapan. Sinar
Grafika. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media
Group. Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra
Aditya Bakti. Bandung.

R. Tresna. 1959. Azas-Azas Pidana. PT Tiara Bandung.
SatjiptoRaharjo. 1986. lImuHukum. Alumni. Bandung.

Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suandi Hamid dan Sayuti. 1999. Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme di Indonesia. Aditya Media. Yogyakarta.

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung.



Syahruddin Nawi. 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian
Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.

S.R. Sianturi. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya. Alumni. Bandung.

Syamsul Fatoni. 2016. Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif
Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan. Setara Press. Malang.

Tolib Effendi. 2013. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen
dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Pustaka
Yustisia. Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. PT
Redaksi Refika. Bandung.

Wiyono. 2005. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta. 1999. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai
Pustaka. Jakarta.

Yulies Tina Masriani. 2004. PengantarHukum Indonesia. Sinar Grafika.
Jakarta.

JURNAL

Ardilafiza. Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan
Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal
Konstitusi Vol. 3. No. 2. 2010.

Hilal Arya Ramadhan. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum
Pidana dan Hukum Pidana Islam. Jurnal limiah Mahasiswa. Vol. IV No.
2.2021.

Nurul Ghufron. Integritas. Jurnal Anti Korupsi. Vol. 3 No. 2. 2015.

Nur Fitryani Siregar. Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan
dan Kemasyarakatan. Vol. 18 No. 2. 2018.

Yusnita Marwani. Penetapan Tersangka Pada Peradilan Koneksitas dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Lentera Hukum. Vol. 5. No. 2.
2018.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946 tentang
Pengadilan Tentara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara
Pidana Guna Pengadilan Tentara

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo. Undang-
undang 11 Tahun 2001

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang SOP penangan
perkara tindak pidana umum

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1963 tentang
Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa



